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1999 TENTANG FIDUSIA 

ABSTRAK 

Kepailitan berfungsi untuk melindungi kepentingan pelaku bisnis dalam hal ini 

adalah antara kreditor, debitor dan masyarakat. Dalam hal kepentingan pasti banyak hal 

yang dipertentangkan untuk membela setiap kepentingan. Kondisi tersebut dapat 

menimbulkan suatu konflik kepentingan yang menimbulkan masalah dan apabila tidak 

ada pengaturannya, konflik kepentingan dapat mengganggu kehidupan dan stabilitas 

hukum yang bersangkutan. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam aktifitas lingkup 

kepailitan yang banyak merugikan kepentingan para pihak dan tidak sesuai dengan fungsi 

dari Hukum Kepailitan, antara lain ketidakjelasannya dalam pemenuhan hak kepentingan 

kreditor pemegang jaminan antara lain dalam hal melakukan eksekusi jaminan tersebut, 

sehingga timbul masalah mengenai inkonsistensi pasal dalam Pasal 55, Pasal 56 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang serta bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang 

jaminan tersebut. 

Penulisan skripsi ini menggunganakan metode penelitian yang berdasarkan studi 

kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis 

dengan pendekatan konseptual dengan pendekatan Undang-Undang terkait yang mengacu 

pada bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Fidusia dan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, pendapat para 

sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang kepailitan dan 

jaminan. 

 Berdasarkan kajian penulis bahwa aturan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat 

inkonsistensi pasal pada Pasal 55, Pasal 56 yang bertentangan dengan hak eksekusi 

jaminan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Fidusia, 

untuk itu perlu adanya perhatian terkait inkonsistensi mengenai peranan kreditor 

pemegang jaminan dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan serta seharusnya 

dalam melakukan eksekusi jaminan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang 

Fidusia yang seharusnya digunakan. Sehingga praktek eksekusi jaminan dapat berjalan 

sebagaimana dengan fungsi jaminan tersebut yaitu untuk pelunasan utang oleh debitor 

yang cidera janji. 

Kata Kunci: Eksekusi, Kreditor Pemegang Jaminan, Kepailitan 
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JURIDICAL ANALYSIS OF COLLATERAL EXECUTION AND LEGAL 

PROTECTION OF COLLATERAL HOLDERS IN CASE OF BANKRUPTCY 

FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 27 OF 2004 CONCERNING 

THE BANKRUPTCY AND THE DEFERRAL OF DEBT PAYMENT 

OBLIGATION AND THE CIVIL LAW IN CONNECTION WITH LAW NUMBER 

42 OF 1999 CONCERNING THE FIDUCIARY GUARANTEE 

ABSTRACT 

Bankruptcy functions to protect the interest of business actors including creditors, debtors 

and the community. In terms of interest, there are certainly many things brought into 

dispute to defend each interest. This may lead to a problematic conflict of interest, which, 

in the absence of regulation, may hamper the life and legal stabilities of the parties 

concerned.  There are bankruptcy issues that may be harmful to the interest of the parties 

and irrelevant with the Bankruptcy Law such as the unclear fulfilment of the collateral 

holders' interest in, among others, the execution of collateral. This may raise a problem 

pertaining to the inconsistency of clauses within the Law Number 37 of 2004 concerning 

the Bankruptcy and the Deferral of Debt Payment Obligation as well as the legal 

protection of the collateral holders. 

The research method used to write this mini-thesis is a juridical normative and 

descriptive analytic library research with a conceptual approach. The data include 

primary law materials such as Constitution 1945, Civil Code, Law Number 37 of 2004 

concerning the Bankruptcy and the Deferral of Debt Payment Obligation, Law Number 

42 of 1999 concerning the Fiduciary Guarantee and secondary law materials in the forms 

of books, opinions of scholars, legal cases related to bankruptcy and collateral. 

The study findings indicate that basically, the Law Number 37 of 2004 concerning 

the Bankruptcy and the Deferral of Debt Payment Obligation and the Law Number 42 of 

1999 concerning the Fiduciary Guarantee have governed the collateral execution to be 

performed by collateral holders.  However, particular attention must be paid to the 

inconsistency of collateral holders' role in the collateral execution, disharmony between 

two legal products in terms of collateral objective or function. 

Keywords: Execution, Creditor Holder of The Guarantee, Bankruptcy. 
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